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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Perbedaan Ketentuan Izin Perkawinan Bagi PNS Laki-Laki
Dan PNS Wanita Dalam Pp No 45 Tahun 1990 Perspektif Qiraah Mubadalah”.
Merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana perbedaan
ketentuan izin perkawinan bagi PNS laki-laki dan PNS wanita menurut PP No. 45
Tahun 1990 dan Bagaimana perspektif Qiraah Mubadalah terhadap perbedaan

ketentuan izin perkawinan bagi PNS laki-laki dan PNS wanita.

Jenis penelitian yang dibuat oleh penulis adalah jenis penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan teknik pengumpulan bahan
hukum, penelitian ini dikategorikan penelitian kajian kepustakaan (library

research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitif.

Adapun hasil penelitian ini bahwa dengan mempertimbangkan kesetaraan gender,
penulis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi PNS seharusnya mempertimbangkan berbagai
faktor dan realitas tersebut untuk memberikan akses yang setara kepada PNS pria
dan wanita dalam praktik poligami. Meskipun demikian, pembukaan akses ini

harus disertai dengan syarat-syarat yang ketat dan adil.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran khususnya kepada
pejabat pemerintahan dan pegawai 'negeri sipil (PNS), dapat mempertimbangkan
aspek-aspek hukum secara menyeluruh tanpa thanya memandang dari satu sudut
pandang. Penelitian ini kiranya cukup baik guna melihat keilmuan dalam kajian
yang membahas izin perkawinan dari kedua belah pihak secara lebih mendetail

dan komprehensif.
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